
GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR [ 2 3  TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa 
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan 
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok 
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang 
tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh 
oleh kelompokja.ba.tan fungsional; 

b. bahwa berda.sarkan ketentuan Pasal 3 a.ya.t (1 )  huruf b 
Peratura.n Menteri Pendaya.guna.an Aparatur Negara 
da.n Reforma.si Birokra.si Nomor 1 7 Tahun 2021 
tentang Penyetara.a.n Ja.ba.ta.n Administra.si ke Ja.ba.tan 
Fungsional, mengama.natkan bahwa. penyetara.an 
jabatan dilakukan pada instansi Daerah; 

c. bahwa dalam rangka. mewujudkan birokrasi yang 
dinamis da.n profesional seba.ga.i upa.ya. peningka.tan 
efektivita.s da.n efisiensi guna. mendukung kinerja. 
pemerintah da.erah, perlu dilakukan penyederhana.a:n 
birokra.si mela.lui penyeta.raa:n jaba.ta.n a.dministrasi ke 
dalam jaba.tan fungsiona.l; 

d. bahwa berdasarkan pertimba.nga.n seba.ga.imana. 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
perlu menetapkan Pera.turan Gubernur tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta. Ta.ta Kerja. Dina.s Perhubungan Provinsi 
Ka.limantan Barat; 
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1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Sela tan dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 
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10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan 
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang 
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1660). 

1 1 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

12.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 5); 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINS! 
KALIMANTAN BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pnylcnggar 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana 

urusan pemerintahan di bidang perhubungan daerah. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan 

Barat. 

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 
dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Provinsi 
Kaliman.tan Barat. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

1 1 .  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang 
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat 
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing 

pada jabatan fungsional yang setara. 

17. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan 
menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir 
kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang 

diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. 

18. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai 

jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur 

kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang 
dan kendaraan beserta muatannya. 
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19.  Angkutan Darat adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu 
lintas jalan. 

20. Lalu Lintas adalah pergerakan orang dan/atau kendaraan (sarana), orang 
dan/atau barang. 

2 1 .  Sarana adalah kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk 
pengangkutan orang dan/atau barang. 

22. Prasarana adalah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan 
baik sebagai simpul maupun lintasan beserta perlengkapannya. 

23. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya 
melayani kegiatan angkutan laut. 

24. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban 
arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan 
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta 
mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap 
memperhatikan tata ruang wilayah. 

25. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di 
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan 
lingkungan maritim. 

26. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan 
wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi 
penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta serta 
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 

27. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan 
fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas 
pesawat udara, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/ atau 
antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan 
daerah. 

28. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat 
udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/ atau pos untuk satu 
perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain 
atau beberapa bandar udara. 

29. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan 
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara 
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, 
dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang 
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta 
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

30. Keselamatan Penerbangan adalah suatu 
persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan 
udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta 
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 

keadaan terpenuhinya 
wilayah udara, pesawat 



- 6   

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Togas dan Fungsi 

Pasal 3 
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan 
pengembangan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 
Perhubungan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan program kerja di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 
pelayaran, dan pengembangan transportasi; 

b. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 
pelayaran, dan pengembangan transportasi; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 
pelayaran, dan pengembangan transportasi; 

d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lalu lintas jalan, angkutan 
jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan 
jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi; 

f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas 
Perhubungan; 

g. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
Gubernur di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1)  Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat terdiri 
dari : 
a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 
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c. Bidang Lalu Lintas Jalan; 
d. Bidang Angkutan Jalan; 
e. Bidang Pelayaran; 
f. Bidang Pengembangan Transportasi; 
g. Unit Pelaksana Teknis; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal 6 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, 
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas 
di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala 
Dinas mempunyai fungsi : 
a. penetapan program kerja di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 

pelayaran, dan pengembangan transportasi; 
b. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 

pelayaran, dan pengembangan transportasi; 

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas jalan, 
angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi; 

d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, 
angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan transportasi; 

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 
pelayaran, dan pengembangan transportasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas 
Perhubungan; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di 
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan 
transportasi; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan 
publik di lingkungan Dinas Perhubungan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan clengan 
perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 
pelayaran, clan pengembangan transportasi; clan 

j .  pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di biclang lalu lintas jalan, 
angkutan jalan, pelayaran, clan pengembangan transportasi yang diberikan 
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 8 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin 
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal9 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di 
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, 
umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan 
Dinas Perhubungan. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat 
mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat; 

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan 
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta 
pengelolaan keuangan dan aset; 

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas 
Perhubungan; 

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta 
keuangan dan aset di lingkungan Dinas Perhubungan; 

e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan 
Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan 
aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 
sekretariat; 

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan 
Dinas Perhubungan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Perhubungan 
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perhubungan; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh 
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i---� - 1  
s + 4  [  

L  
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Pasal 1 1  

( 1 )  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi: 

a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; 
b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan 

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 
clalam Pasal 1 1  ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah 
bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta 
mengenclalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud clalam Pasal 12, Sub 
Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan 
Evaluasi; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi clilingkungan clinas; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
lingkungan Sekretariat; 

d. pelaksanaan koorclinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di 
bidang rencana kerja, monitoring clan evaluasi; 

e. pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian 
Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring clan evaluasi; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas clan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring clan 
evaluasi; clan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi 
yang cliserahkan oleh sekretaris. 

Pasal 14 

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 1  ayat 
(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di 
biclang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

l I 
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Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub 
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 
umum dan aparatur dilingkungan dinas; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
lingkungan sekretariat; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas clan fungsi di bidang 
umum dan aparatur; 

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur; 
g. pemberian saran clan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 

tugas clan fungsi di bidang umum dan aparatur; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan 
oleh sekretaris. 

Pasal 16 

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat 
( 1 )  huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset 
di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub 
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan dinas; 
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 

sekretariat; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang 
pengelolaan keuangan dan aset; 

e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di 
lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan di Sub Bagian Keuangan dan 
Aset; 

g. pemberian saran clan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan clan aset; 

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi clan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 
dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang 
diserahkan oleh sekretaris. 
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Bagian Kelima 
Bidang Lalu Lintas Jalan 

Pasal 18 
Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 19 

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
merumuskan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas 
jalan, sarana dan prasarana lalu lintas jalan, keselamatan lalu lintas jalan 
serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan da.n 
administrasi di bida.ng lalu lintas ja.lan. 

Pa.sal 20 

Untuk melaksanaka.n tuga.s seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang 
La.lu Linta.s Jalan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kerja di bida.ng lalu lintas ja.lan; 
b. penyia.pan baha.n dan perumusan kebijakan teknis di bidang ma.najemen 

dan rekayasa lalu lintas ja.lan; 

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan 
prasarana lalu linta.s jalan; 

d. penyia.pa.n ba.han dan perumusa.n kebijakan teknis di bidang keselamatan 
lalu linta.s jalan; 

e. pengkoordinasian kegia.ta.n di bidang la.lu lintas jala.n; 
f. pembina.a.n dan penga.wa.san terha.dap pelaksa.na.an tuga.s dan fungsi di 

bidang lalu lintas jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang la.lu linta.s jala.n sesuai 
ketentua.n peraturan perundang-undangan; 

h. penyelenggara.a.n kegia.tan pela.yanan da.n a.dministra.si di bidang la.lu linta.s 
jalan sesua.i ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. pemberia.n saran da.n pertimba.nga.n kepa.da. kepa.la. Dina.s berkena.a.n 
denga.n tuga.s da.n fungsi di bida.ng la.lu linta.s jalan; 

j . pela.ksana.a.n evalua.si da.n pelaporan terhadap pelaksanaan tuga.s di bida.ng 
lalu lin tas jalan; dan 

k. pela.ksana.a.n fungsi la.in yang diberikan oleh Kepala. Dina.s di bidang la.lu 
linta.s ja.lan sesua.i ketentua.n peraturan perundang-undangan. 

Pa.sal 2 1  

(1 )  Bidang Lalu Linta.s Ja.la.n seba.gaimana. dima.ksud dalam Pa.sa.l 18, 
memba.wa.hi : 

a. Seksi Mana.jemen da.n Reka.ya.sa. Lalu Linta.s Ja.la.n; da.n 
b. Seksi Sa.rana. dan Pra.sarana. La.lu Linta.s Jalan; 

(2) Seksi seba.ga.ima.na. dimaksud pa.da. a.ya.t (1 ) ,  dipimpin oleh seora.ng Kepa.la. 
Seksi yang bera.da. di ba.wah dan bertanggungjawab kepada Kepala. Bidang 
La.lu Linta.s Jalan. 
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Pasal 22 

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21  ayat (1 )  huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah 
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu 
lintas jalan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Pasal23 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

Jalan; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang manajemen dan rekayasa 
lalu lintas jalan; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sesuai peraturan perundang 
undangan; 

e. pengendalian clan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala biclang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas 
jalan; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tu gas dan fungsi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas 
jalan yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Pasal 24 

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 1  ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul clan mengolah bahan 
perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan 
serta mengenclalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal25 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi 
Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas 
Jalan; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana lalu 
lintas jalan; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu 
lintas jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengendalian clan pengawasan pelaksanaan tugas clan fungsi di bidang 
sarana dan prasarana lalu lintasjalan; 

A O  
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f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana dan prasarana lalu Jintas jalan 
yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Bagian Keenam 

Bidang Angkutan Jalan 

Pasal 26 

Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 )  huruf d, 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal27 

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
merumuskan kebijakan teknis di bidang angkutan orang dalam trayek, 
angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda, pengelolaan terminal 
serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan 
administrasi di bidang angkutan jalan. 

Pasal 28 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang 
Angkutan Jalan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang angkutan jalan; 

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan 
orang dalam trayek; 

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan 
orang tidak dalam trayek dan multi moda; 

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
terminal; 

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan jalan; 

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 

bidang angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang angkutan jalan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang angkutan 

jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan jalan; 

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 

angkutan jalan; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1-···�-----,-- · -· --�·--• I 
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Pasal 29 

(1) Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
membawahi: 

a. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda; dan 

b. Seksi Terminal. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Angkutan Jalan. 

Pasal 30 

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1 )  huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan 
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan orang tidak 
dalam trayek dan multi moda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 31 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi 
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 
dan Multi Moda; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan orang tidak 
dalam trayek dan multi moda; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang angkutan orang tidak dalam 
trayek dan multi moda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang 
tidak dalam trayek dan multi moda; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan 
multi moda; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multi 
moda; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan orang tidak dalam trayek dan 
multi moda yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Pasal 32 

Seksi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan 
teknis di bidang pengelolaan terminal serta mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 
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Pasal 33 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi 
Terminal mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Terminal; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pengelolaan terminal; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan terminal; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan terminal sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
pengelolaan terminal; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan terminal; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan terminal; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan terminal yang diserahkan 
oleh Kepala Bidang. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Pelayaran 

Pasal 34 

Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 )  huruf e, 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 35 

Bidang Pelayaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan 
kebijakan teknis di bidang angkutan laut, angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan, sarana dan prasarana pelayaran serta bertanggungjawab 
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayaran. 

Pasal 36 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang 
Pelayaran mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang pelayaran; 

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan 
laut; 

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan 
sungai, danau dan penyeberangan; 

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan 
prasarana pelayaran; 

L 
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e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayaran; 

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayaran 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang pelayaran; 

J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 
pelayaran; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 37 

(1)  Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, membawahi: 

a. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pelayaran. 

Pasal38 

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah 
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 39 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi 
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan; 
dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan sungai, danau dan 
penyeberangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Pasal 40 

Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1 )  huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan 
perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pelayaran serta 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 41 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi 
Sarana dan Prasarana Pelayaran mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang sarana dan prasarana pelayaran; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana 
pelayaran; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana 
pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
sarana dan prasarana pelayaran; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana pelayaran; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana pelayaran; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana dan prasarana pelayaran yang 

diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Bagian Kedelapan 

Bidang Pengembangan Transportasi 

Pasal 42 

Bidang Pengembangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1 )  huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

----�-- -·- ! . ·--- - -- ss- --- �--�' 
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Pasal 43 

Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 
merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem transportasi 
dan pemaduan moda, dampak lingkungan perhubungan, teknologi dan 
informasi perhubungan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan 
pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan transportasi. 

Pasal 44 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang 
Pengembangan Transportasi mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan transportasi; 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda; 

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang dampak 
lingkungan perhubungan; 

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang telmologi dan 
informasi perhubungan; 

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengembangan transportasi; 
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 

bidang pengembangan transportasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan 
transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang 
pengembangan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan 

dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan transportasi; 

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 
pengembangan transportasi; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 

pengembangan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

Pasal 45 

(1)  Bidang Pengembangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42, membawahi : 

a. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Mada; dan 

b. Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Pengembangan Transportasi. 
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Pasal 46 

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Moda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan 

mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem 

transportasi dan pemaduan moda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 47 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi 

Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Moda mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Transportasi 
dan Pemaduan Moda; 

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan sistem 
transportasi dan pemaduan moda; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sistem 
transportasi dan pemaduan moda sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang pengembangan sistem transportasi dan pemaduan moda; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sistem transportasi dan 
pemaduan moda; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang pengembangan sistem transportasi dan 
pemaduan moda; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan sistem transportasi dan 
pemaduan moda yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Pasal 48 

Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat ( 1 )  huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan 
perumusan kebijakan di bidang teknologi dan informasi perhubungan serta 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 49 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi 
Teknologi dan Informasi Perhubungan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknologi dan Informasi 
Perhubungan; 

l 
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b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di 
bidang teknologi dan informasi perhubungan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang teknologi dan informasi 
perhubungan; 

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang teknologi dan informasi 
perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang 
teknologi dan informasi perhubungan; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi perhubungan; 

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di bidang teknologi dan inforrnasi perhubungan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang teknologi dan informasi perhubungan 
yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

Bagian Kesembilan 

Unit Pelaksana Teknis 

Pasal 50 

(1)  Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 
atau kegiatan teknis penunjang Dinas. 

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Pasal 51 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesepuluh 

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 52 

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan 
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan 
pelayanan teknis fungsional. 

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan 
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian 
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada 
Pejabat Administrator. , 
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(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan 
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator 
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang 
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang 
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan 
Fungsional. 

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta 
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok 
Jabatan ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 53 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui 
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal54 

(1 )  Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik 
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan 
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki 
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan 
Jabatan. 

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan 
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai 
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas 
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang 
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut. 



- 2 2   

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 55 

(1 )  Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat 
dan kompetensijabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi 
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 56 

(1 )  Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan 
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang 
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai 
penyederhanaan birokrasi berlaku. 

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan 
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima 
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalrun penetapan Angka Kredit, 
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan 
pengembangan profesi. 

B AB V  

TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 

Tata Kerja 

Pasal 57 

(1 )  Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, 
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada 
bawahannya. 
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah 
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan 
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedua 

Laporan 

Pasal58 

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan 
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 
perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang 
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta 

memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing 

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan 
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna 

dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal59 

(1 )  Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya 

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

KARO PERANGKAT DA.ERAN 
ASISTEIN I SEIDA 

HUKUM PEMRAARSA 
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BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 60 

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh 
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang 
kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan 
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan 
pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh 
unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang 
jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang 
melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat 
tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari 
Pejabat Pembina Kepegawaian. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 
70 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2019 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KARO PERANGKAT DAERAN ASISTEN I 
UKUM PEMRAKARSA 

SEDA 
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Pasal 63 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{ 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

(� 
A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 
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